WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 272 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME, PAJAK HIBURAN DAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021

Menimbang

WALI KOTA BANJARMASIN,

a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat Kota

Banjarmasin akibat dampak Corona Virus Disease 2019
dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
melakukan pembayaran Pajak Daerah;

bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 semakin
meluas dan sampai dengan sekarang masih dalam status
tanggap darurat, maka diperlukan upaya lanjutan
khususnya yang terkait dengan penanganan dampak
ekonomi untuk mendorong investasi dan tingkat
pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk memberikan
stimulus berupa pembebasan sanksi administrasi dan
penundaan pembayaran Pajak Daerah;

bahwa berasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24
Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, ketentuan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, ketentuan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pajak Hotel, dan ketentuan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan, Wali Kota memberikan pembebasan sanksi
administratif dan penundaan pembayaran Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pembebasan
Sanksi Administrasi Dan Penundaan Pembayaran Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.



Mengingat

1.

Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6487);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/ PMK.03/ 2020
tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak
Wabah Virus Corona (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 277);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/ PMK.03/

2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak
Terdampak Wabah Virus Corona (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277);

2. Surat Edaran Wali Kota Banjarmasin Nomor 440/02-

P2P/Diskes Tentang Penetapan PPKM Level IV Di Kota
Banjarmasin dan Pengetatan Di Beberapa Sektor;

3. Telaahan Staf Badan Keuangan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 900/181/HANWAS/2021 Perihal
Permohonan Relaksasi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan
Dari PHRI Provinsi Kalsel;

4. Disposisi Wali Kota Banjarmasin Tanggal 23 Agustus

2021,

5. Disposisi Wali Kota Banjarmasin Tanggal 31 Agustus

2021.

MEMUTUSKAN :

Pembebasan sanksi administrasi dan penundaan
pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame,
Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.



KEDUA

KETIGA

Pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi dan
penundaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame,
Pajak Hiburan untuk masa pajak bulan Juli sampai dengan
masa pajak bulan Nopember 2021 dengan batas waktu
pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan
pembebasan sanksi administrasi berupa denda Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhitung mulai
tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2021.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Agustus 2021

WALI KOTA BANJARMASIN

S

IBNU SINA



